BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis seperti yang
telah di uraikan, maka pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan
menemukan beberapa saran yang berkaitan dengan Efektivitas Program Kartu
Indonesia Sehat dalam Pelayanan Kesehatan di Pusat Pelayanan Keseshatan
Masyarakat (Puskesmas) Uabau Kecamatan Laen Manen Kabupaten Malaka

dengan indikator — indikator sebagai berikut :

1. Transparansi
Pelayanan pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas
Uabau belum efektif karena tidak terbuka kepada pasien dari fasilitas
lain untuk melaksanakan pengobatan.

2. Akuntabilitas
Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pusat Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) Uabau cukup efektif  karena dalam
pelayanan pengguna Kartu Indonesia Sehat dan para tenaga medis
selalu menaati peraturan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan profesional yang di

miliki.
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3. Tidak diskriminatif

Pelayanan pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Pusat Pelayanan
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Uabau belum efektif karena
pelayanan masih di beda bedakan menurut Suku, Ras, Agama, Status
Sosial yang begitu mengecewakan pasien saat melakukan pengobatan.
Selain itu juga dalam pelayan belum maksimal efektif sehingga pasien
pengguna Kartu Indonesia Sehat banyak yang merasa bosan untuk
menunggu pelayanan karena selalu di dahulukan keluarga dan para

pengguna Askes bagi mereka yang PNS.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

5.2 Saran

Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Pusat Pelayanan
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Uabau belum efektif karena untuk
pelayanan kepada pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat yang
seharusnya belum kompeten di berikan oleh tenaga medis sehingga

pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat tidak merasa puas.

Dengan pedoman pada kesimpulan di atas maka peneliti dapat

memberikan saran sebagai berikut.

1. Transparansi

Agar pelayanan kesehatan puskesmas Uabau efektif maka harus
memliki keterbukaan kepada pasien dari faskes lain untuk melakukan

pengobatan dan bisa memahami prosedur pelayanan.
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2. Akuntabilitas
Agar pelayanan kesehatan Puskesmas Uabau efektif maka tetap
mempertahankan ketaatan dan perlu meningkatkan aturan-aturan yang
berlaku di puskesmas Uabau.

3. Tidak diskriminatif
Agar pelayanan puskesmas Uabau efektif maka perlu di perhatikan
pelayanan selalu merata tidak membedakan Suku,Ras, Agama, Status
sosial dan ekonomi sehingga dalam pelayanan tidak mengecewakan
pasien.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban
Agar efektif tenaga medis pelu melakukan pelayanan yang kompeten
kepada pasien sehingga pasien tidak merasa kecewa dan merasa puas

dengan pelayanan yang di berikan.
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